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KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR :24 /SB/2014

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Provinsi
Sumatera Barat tanggal 2 Juni 2014, Gubernur telah
menyampaikan Nota Pengantar terhadap Rancangan
Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan
Tertentu;

b, bahwa Rancangan Peraturan Daerah Provinsi
Sumatera Barat sebagaimana dimaksud pada huruf a
diatas, telah dibahas sesuai dengan tahapan
pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang
diatur dalam Peraturan Tata Tertib;

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Sumestera Barat tentang Persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera
Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang
Retribusi Perizinan Tertentu wuntuk ditetapkan
menjadi Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19
‘Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan
Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1646);



Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang
Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomer 39, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
- Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
. ‘Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbcndaharaan Négara (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomer S,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4385},

. 'Undang-Undang Nomer 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor  4443),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan {Lembaran Negera Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5073};



10.

11,

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pei_a-yaran (Lembaran Negara Republik Indcnesia
Tahun 2008 Normor 64, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
U_ﬁdang-UndangNomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (Lembaran

'~ Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96,

12,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5025);

Undang-UndangNomor 28 Tehun 2009
tentangPajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2009

- Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik

13.

Indonesia Nomor 5049);

Undang-UndangNomorl12 Tahun 2011
tentangPembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



14.

185.

16.

17.

18.

19,

20,

Peraturan PemerintaliNomor41Tahunl1993 tentang
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republikindonesia Nomor 3527);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
2007tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi
dan Pemerintahan Daerah  Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);
Peraturan Pemerintah Nomor 69
Tehun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan
Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S161});
PeraturanPemerintah Nomor 97 Tahun 2012
tentang Retribusi Pengaturan Lalu Lintas Dan

Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan

‘Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik
-I‘ndonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Nomor : Per.02/Men/Ill/2008 tentang Tata Cara
Penggunaan Tenaga Kerja Asing; |

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun
2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di
Jalan Dengan Kendaraan Umum;

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
30 Tahun 2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap

Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik
Indonesia;



Memperhatikan :

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor

9 Tahun 2010 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera
Barat;

1. Laporan Hasil Pembahasan Komisi Il Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat
yang disampaikan peda Rapat Paripurna, tanggal
22 Juli 2014,

Pendapat akhir Fraksi-Fraksi yang disampaikan
pada Rapat Paripurna, tanggal 22 Juli 2014.

MEMUTUSKAN :

: Menyetujui Rancangan Peraturar Daerah tentang

Retribusi Perizinan Tertentu untuk ditetapkan menjadi
Peraturan Daerah ,;

Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud
dalam diktum Kesatu sebelum ditetapkan menjadi
Peraturan Daerah terlebih  dahulu  dilakukan
persetujuan bersama antara Dewan Perwekilan Rakyat
Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah
Provinsi Sumatera Barat yang dituangkan dalam Nota
Persetujuan Bersama yang ditanda tangani olch
Gubernur dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Sumatera Barat;

: Nota Persetujuan Bersamea sebagaimana dimaksad

dalam Diktum Kedua diatas, merupakan lampiran yang

tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal :22 Juli 2014

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAEKAH
SLSUMATERA BARAT 1t -

H.LEONARDY HARMAINY,SIP.MH
DT.BANDARO BASA




